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PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR    35    TAHUN 2013
TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA 
KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,
	Menimbang 
	:
	a.
	bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pencatatan sipil, maka dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

	
	
	
	

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

	
	
	
	

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

	
	
	
	

	
	
	2.
	Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana  telah  diubah   dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

	
	
	
	

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


	
	
	
	

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepedudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

	
	
	
	

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	7.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

	
	
	
	

	
	
	
	

	BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Pendelegasian tugas dan wewenang adalah pelimpahan tugas dan wewenang kepada orang lain untuk bertindak di batas-batas tertentu.
2. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatnnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
BAB II

PENDELEGASIAN 

Pasal 2

Mendelegasikan Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Kepada Sekretaris Daerah Untuk Melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Pencatatan Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

	:
	PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA UNTUK MELAKSANAKAN PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.







Ditetapkan di Yogyakarta






pada tanggal 10 Mei 2013





WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd





        HARYADI SUYUTI
diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 10 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd
TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN     2013               NOMOR     35
	Paraf Hirarki
	

	Jabatan
	Paraf
	Tanggal
	

	Sekretaris Daerah
	
	
	

	Asisten Adm. Umum
	
	
	

	Ka.BKD
	
	
	

	Kabag. Hukum
	
	
	

	Kabid. PJSF
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